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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diterbitkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan saat ini telah 

direvisi menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah untuk 

membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak 

daerah. Undang-undang tersebut memberi sebuah penegasan bahwa pemerintah 

daerah memiliki suatu kewenangan untuk mengelola sumber daya untuk 

dialokasikan kepada belanja-belanja yang dibutuhkan di daerahnya masing-masing. 

Kewenangan tersebut juga memberi pemerintah daerah keleluasaan untuk 

berinisiatif melakukan pembangunan yang tepat sasaran karena mereka lebih 

memahami situasi di daerahnya.  

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai suatu strategi 

yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan suatu 

strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan 

utama, yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem 

manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk 

memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian 

nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 2002, hlm. 1). Dari 

pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan usaha 

pemerintah dalam membangun fondasi kemampuan perekonomian daerah untuk 

dapat mengatasi permasalahan ekonomi serta pelayanan masyarakat di daerah baik 

yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Dengan demikian pemerintah pusat 

tidak harus terus-menerus memberikan arahan kepada pemerintah daerah atas 

semua yang terjadi di daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan pembangunan yang 

semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah 

membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan 
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belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah 

ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi 

pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tersebut tentunya harus 

mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia 

(Kainde, 2013). 

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti peralatan 

dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian 

karena dengan meningkatkan alokasi belanja modal diharapkan dapat membiayai 

sarana prasarana dan infrastruktur penunjang di daerah untuk memperlancar roda 

perekonomian sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Saragih 

(2003, hlm. 129) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan 

untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. 

Pendapat ini menggarisbawahi pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai 

kepentingan publik.  

Undang-undang No.23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang cukup 

luas bagi pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi ekonomi yang ada di 

daerahnya untuk dimanfaatkan dalam upaya pembangunan. Berdasarkan undang-

undang di atas, sumber pendapatan daerah terdiri salah satunya dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah 

melalui undang-undang otonomi daerah dapat melakukan upaya-upaya 

meningkatkan PAD untuk dimanfaatkan membiayai belanja modal dan 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Dari peningkatan pelayanan 

tersebut diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya sehingga 

menciptakan sebuah percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting bagi pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat untuk diperhatikan secara lebih. Pertumbuhan 

ekonomi menjadi faktor yang dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan 

menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk menunjang perkembangan kegiatan 

ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pemerintah daerah yang berhasil 
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menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak 

terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efesien (Wandira, 2012). 

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan 

baik karena belanja modal merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Daerah 

untuk memberikan pelayanan kepada publik (Sari, Kepramareni dan Novitasari 

2017). 

Disamping berbagai keuntungan yang dapat diterapkan dari otonomi 

daerah, permasalahan juga muncul dari kebijakan tersebut. Salah satu permasalahan 

yang muncul dari kebijakan otonomi daerah ini adalah kesiapan kemampuan fiskal 

daerah yang tidak seragam. Apriana dan Suryanto (2010) menyatakan desentralisasi 

fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan 

daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat 

kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Kewenangan yang selama ini diberikan 

kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, 

persiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. 

Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa untuk 

pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer 

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan bagian daerah Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan 

sumber daya alam. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah 

dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 

sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi 

kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Meskipun demikian, 

pemerintah mengakui kebijakan transfer ke daerah dalam mengurangi ketimpangan 

vertikal antara pusat dan daerah melalui DAU dan DAK, masih menghadapi 

tantangan yang cukup berat dengan adanya alokasi dana penyesuaian tertentu yang 

belum sepenuhnya berdasarkan formula dan kriteria (Kemendagri 2013) 

Permasalahan yang sering menjadi temuan pemeriksaan biasanya terdapat 

pada pengalokasian Dana Perimbangan. Pengalokasian dana perimbangan 

khususnya DAU lebih banyak terserap untuk biaya pegawai padahal tujuan dari 
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pengalokasian dana alokasi umum adalah untuk mengurangi atau menutup fiscal 

gap daerah, sehingga daerah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan berdasarkan 

prioritas tertentu dan mendorong kemajuan di daerah (Djuanda, Sari dan Darwani 

2017). 

Tabel 1.1 Tingkat Alokasi Belanja Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi 

Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2016 (Dalam Ribuan Rupiah) 

No Tahun Pendapatan Belanja Modal Persentase 

1 2014 Rp  65.585.837.074 Rp  12.498.440.856 19,0% 

2 2015 Rp  74.117.679.881 Rp  15.571.691.416 21,0% 

3 2016 Rp  76.849.157.632 Rp  17.100.735.047 22,2% 

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Data diolah Penulis 

Tabel 1.2 Tingkat Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun Anggaran 2016 (Dalam Ribuan Rupiah) 

No PEMDA TOTAL PENDAPATAN 
TOTAL BELANJA 

MODAL 
PERSENTASE 

1 Kota Tasikmalaya Rp     1.607.112.092 Rp    387.625.598 24% 

2 Kota Sukabumi Rp     1.163.015.041 Rp    205.502.294 18% 

3 Kota Depok Rp     2.486.470.138 Rp 1.018.655.640 41% 

4 Kota Cirebon Rp     1.373.624.806 Rp    297.984.371 22% 

5 Kota Cimahi Rp     1.218.994.660 Rp    275.139.538 23% 

6 Kota Bogor Rp     2.152.370.082 Rp    552.484.517 26% 

7 Kota Bekasi Rp     4.225.314.416 Rp 1.428.034.524 34% 

8 Kota Banjar Rp        814.969.579 Rp    281.994.343 35% 

9 Kota Bandung Rp     5.685.213.859 Rp 1.254.021.785 22% 

10 Kab Sukabumi Rp     3.404.491.216 Rp    551.260.603 16% 

11 Kab Bandung Rp     4.607.669.372 Rp    569.467.788 12% 

12 Kab Bandung Brt Rp     2.242.252.272 Rp    355.712.315 16% 

13 Kab Tasikmalaya Rp     3.213.253.773 Rp    737.110.283 23% 

14 Kab Sumedang Rp     2.393.284.649 Rp    465.361.607 19% 

15 Kab Subang Rp     2.571.077.097 Rp    524.265.605 20% 

16 Kab Purwakarta Rp     1.883.533.939 Rp    284.796.124 15% 

17 Kab Pangandaran Rp        928.041.399 Rp    221.197.379 24% 
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Tabel 1.2 Tingkat Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun Anggaran 2016 (Dalam Ribuan Rupiah) 

18 Kab Majalengka Rp     2.472.399.385 Rp    631.758.023 26% 

19 Kab Kuningan Rp     2.429.460.737 Rp    328.499.412 14% 

20 Kab Karawang Rp     3.571.605.879 Rp    574.175.225 16% 

21 Kab Indramayu Rp     3.130.708.886 Rp    937.843.790 30% 

22 Kab Garut Rp     3.748.975.224 Rp    597.238.158 16% 

23 Kab Cirebon Rp     3.362.412.436 Rp    610.529.622 18% 

24 Kab Cianjur Rp     3.241.659.038 Rp    616.244.510 19% 

25 Kab Ciamis Rp     2.372.854.213 Rp    549.753.299 23% 

26 Kab Bogor Rp     5.973.280.685 Rp 1.541.830.222 26% 

27 Kab Bekasi Rp     4.575.112.744 Rp 1.302.248.458 28% 

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Data diolah Penulis 

Terlihat pada tabel 1.1 tingkat alokasi belanja modal ditingkat pemerintah 

kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat rata-rata berkisar pada angka 20% pada periode 

2014-2016. Pada tabel 1.2 juga terlihat bahwa pada tahun 2016 terdapat sembilan 

pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran belanja modal masih di bawah 

20% dari total anggaran. Walaupun kecenderungan setiap tahun alokasi belanja 

modal terus meningkat, sayangnya peningkatan tersebut belum dapat mencapai 

angka 30% sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2014 

(Kemendagri 2013). Apabila target tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2016, hanya empat dari dua puluh tujuh pemerintah daerah yang 

dapat memenuhi target tersebut. Jika alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan 

lagi dari level saat ini, pertumbuhan produktivitas perekonomian akan terhambat. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Haryanto (2013) bahwa peningkatan alokasi 

belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat 

penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi 

belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.  

Pertumbuhan ekonomi akan memberikan lebih banyak sumber daya yang 

dapat dikelola oleh pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan perkapita 

sesuai dengan yang dutarakan oleh Committee for a Responsible Federal Budget 

yang menyatakan the actual impact of economic growth on budget will depend on 

the source of the growth, but a broad rule of thumb suggests that every increase in 
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GDP will produce more in revenue (“Could Faster Growth Solve Our Debt Woes?” 

2013). Hal ini seharusnya dapat membuat pemerintah daerah untuk mengalokasikan 

sumber daya tambahan tersebut untuk upaya pembangunan daerah melalui belanja 

modal. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Wertianti dan Dwirandra (2013) 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah 

daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk 

pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk 

kepentingan publik. Sehingga, pemerintah daerah seharusnya dapat memfokuskan 

komposisi belanja daerah lebih kepada belanja modal. 

Selain pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah juga memberikan 

peran penting kepada alokasi belanja modal. Salah satu sumber pendapatan suatu 

dearah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD akan menjukkan 

tingkat kemandirian keuangan suatu daerah sehingga mengurangi ketergantungan 

kepada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah 

menandakan bahwa kegiatan pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan 

dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pemerintah pusat yang merupakan tujuan 

utama dari otonomi daerah. Mardiasmo (2002, hlm. 98) menyatakan bahwa 

desentralisasi menyebabkan masing-masing daerah diharapkan sanggup mencari 

sumber-sumber pendapatan untuk kebutuhan pembangunan dengan tidak berharap 

terlalu besar terhadap keinginan ketergantugan bantuan dari dana perimbangan dari 

Pemerintah Pusat. 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi belanja modal dan sering menjadi 

pembahasan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU menekankan aspek 

pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintah pada pengalokasiaannya (UU 32/2004). Dana bantuan tersebut 

diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sarana dan 

infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi untuk mengurangi fiscal gap yang terjadi 

di daerah. Namun yang sering terdengar adalah DAU dialokasikan kepada kegiatan 

yang sifatnya operasional atau biaya sehari-hari.  

Fenomena yang telah diuraikan di atas telah menarik sejumlah peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai alokasi belanja modal. Arwati dan Hadiati 

(2013) melakukan penelitian di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa 
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Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pegalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian tersebut berbeda 

oleh hasil penelitian dari Munir dan Mahdar (2016) yang melakukan penelitian di 

Jawa Tengah mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya, secara parsial Dana 

Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 

Juniawan dan Suryantini (2018) meneliti PAD, DAU dan DAK dengan hasil 

ketiganya berpengaruh positif terhadap belanja modal. Wertianti dan Dwirandra 

(2013) melakukan penelitian serupa di provinsi Bali dengan hasil pertumbuhan 

ekonomi, PAD serta DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal. Hasil tersebut sedikit berlawanan oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh 

Sari dkk (2017) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana 

bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 

sedangkan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiyaan anggaran berpengaruh 

positif terhadap alokasi belanja modal.  

Penelitian ini memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas 

yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya dan dilakukan di Provinsi Jawa 

Barat. Provinsi Jawa Barat dipilih dengan pertimbangan lokasinya yang berdekatan 

dengan DKI Jakarta sebagai ibukota negara, serta jumlah populasi yang paling 

tinggi se-Indonesia dengan jumlah lebih dari empat puluh tiga juta jiwa. 

Pertimbangan lainnya adalah Provinsi Jawa Barat berada di posisi dua sebagai 

wilayah dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dengan nilai 

investasi sebesar Rp 30.360 Milyar pada tahun 2016. Perbedaan penelitian ini 

dengan sebelumnya ada pada model penelitian. Penelitian ini menggunakan model 

regresi data panel. Model tersebut digunakan karena melihat data yang penulis 

dapatkan yang berupa gabungan dari data time series dan cross-section sehingga 

model regresi data panel dinilai paling tepat untuk menganalisa fenomena yang ada.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena bahwa alokasi belanja modal 

masih dibawah target pemerintah pusat serta perbedaan yang terdapat pada hasil 

penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

kembali mengenai alokasi belanja modal. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian 

Arwati dan Hadiati (2013) dengan variabel yang sama tetapi menggunakan model 
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dan alat penelitian yang berbeda. Atas pertimbangan tersebut, penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Kasus 

pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat? 

2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat? 

3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat? 

4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi umum secara simultan terhadap alokasi belanja modal pemerintah 

daerah di Provinsi Jawa Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui; 

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pemerintah 

daerah di Provinsi Jawa Barat. 

2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah 

daerah di Provinsi Jawa Barat. 

3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah 

di Provinsi Jawa Barat. 

4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi 

umum secara simultan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di 

Provinsi Jawa Barat. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teori 

Penelitian ini dapat menambah literatur bidang ilmu ekonomi yang 

membahas pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap alokasi 

belanja modal daerah dengan kelompok wilayah industri. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan sebagai bahan acuan bagi 

pemegang kebijakan di pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan 

pengalokasian belanja modal. 

 



 

 

Enggar Tri Hardian, 2019 
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM 
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat) 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian



